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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan
yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang mengatur hubungan
manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia.!Sebagai hukum
nasional, berlakunya hukum Indonesia dibatasi dalam wilayah hukum tertentu, dan
ditunjukkan pada subjek hukum dan objek hukum tertentu pula. Hukum Indonesia
sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk mengintegrasikan
kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan
keteraturan.Karena hukum mengatur hubungan antar manusia dengan manusia,
manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran hubungan tersebut

adalah keadilan.?

Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri
dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan
berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai
oleh Falsafah Pancasila. sebagai satu sistem, sistem hukum Indonesia telah

menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara unsur-unsurnya. Sistem

www.eduspensa.id, Hukum, diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 09.45 Wib
Zhttps://id.wikipedia.org, Hukum di Indonesia, diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul
10.03 Wib



hukum Indonesia juga bersifat terbuka, sehingga di samping faktor diluar sistem
seperti: ekonomi, politik, sosial dapat mempengaruhi, sistem hukum Indonesia

juga terbuka untuk penafsiran yang lain.

Dalam Hukum Positif Indonesia berlaku bermacam-macam hukum perdata,
yaitu hukum perdata Eropa (Kuhperdata),hukum adat dan hukum islam.
Pluralisme hukum perdata ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 163 IS,
penduduk Hindia Belanda digolongkan menjadi golongan Eropa, Bumi Putra dan
Timur Asing dan berdasarkan Pasal 131 IS kepada masing-masing golongan
diberlakukan hukum perdata yang berbeda. Untuk mengatasi kevakuman hukum
setelah Indonesia merdeka,berdasar pada pasal Il Aturan Peralihan UUD
1945 ketentuan-ketentuan tersebut diatas masih diberlakukan.Tetapi Undang-
undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Instruksi Presidium Kabinet Nomor
31/U/IN/1966, hanya mengenal pembagian penduduk menjadi warga Negara
Indonesia dan warga Negara asing dan menghapuskan penggolongan penduduk,
sehingga meskipun hukum perdata dalam hukum positif Indonesia masih bersifat
pluralistis, tetapi tidak lagi ditujukan pada golongan penduduk tertentu,melainkan

ditujukan kepada warga Negara Indonesia secara umum.?

Seperti yang telah diurai diatas,bahwa hukum waris Indonesia masih
beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada

hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan

3Elfrida R Gultom, 2010, Hukum Waris Adat d Indonesia, Jakarta Selatan: Literata, HIm. 3.



masyarakat yang beragama islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan
islam,baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara
laki-laki dengan anak perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak
mewarisi dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara

para ahli waris dan lain sebagainya.*

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Hukum Waris yang

digunakan di Indonesia adalah®

1. Hukum waris Adat,untuk warga Negara Indonesia asli

2. Hukum Waris Islam untuk Warga Negara Indonesia asli di berbagai daerah
dari kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama islam

3. Hukum Waris Barat untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan

China yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Indonesia merupakan Negara kepulauan (archipelago) yang terdiri dari
berbagai suku bangsa (etnis) yang tersebar di seluruh penjuruh
wilayahnya.Banyaknya suku bangsa dengan adat istiadat berbeda-beda menjadikan
masyarakat Indonesia dikenal masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk ialah
masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang beraneka

ragam.® Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

4 Sudarsono, 1968, Hukum Waris Dan Sistem Liberal,Jakarta: Rineka Cipta, HIm. 5.

®Ibid, him. 5.

®Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko, 2003,Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, him. 12.



adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang. ’ Menurut Soepomo,bahwa:“hukum adat waris
memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta
mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud
benda (materiele goerden) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada

keturunannya.®

Sistem Pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur
kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patriilineal (sistem
kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem matrilineal (sistem
kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu) ,sistem parental atau bilateral yaitu

sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.®
Tiga Kewarisan Adat yaitu®®

1. Sistem Kewarisan Individual
Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris seperti dalam
masyarakat di Jawa

2. Sistem Kewarisan Kolektif

7 Pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945

8Soepomo, 1967,Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Penerbitan Universitas, hlm. 72.

°Ellyne Dwi Poespasari, 2008, Pemahaman Hukum Waris Adat di Indonesia, JakartaTimur:
PT.Prenada Media Group. him. 6.

O1bid, him. 6.



Harta Peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya
harta pusaka tidak memiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak
pakali

3. Sistem Kewarisan Mayorat
Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada
anak salah satu saja.Sistem Kewarisan Mayorat dibagi dua yaitu Mayorat

Laki-laki dan Mayorat Perempuan.

Sesuai dengan Faktor genealogis maka ada 3 masyarakat hukum adat yaitu
masyarakat matrilineal, patrilineal,dan parental. sedangkan berdasar pada faktor
territorial terbentuk 3 macam masyarakat,yaitu:persekutuan desa,persekutuan
daerah dan perserikatan kampong. Hukum Waris adat di Indonesia sangat
dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang
bersangkutan. Menurut Bushar Muhammad secara teoritis keturunan dapat

dibedakan menjadi 3 yakni: Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral.!*

Sistem Matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan
ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam
garis ibu.Seorang anak perempuan merupakan klen dari perkauman ibu. Ayah
tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam klen-nya sebagaiamana yang berlaku

dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu,waris dan pusaka diturunkan menurut

11 Bushar Muhammad, 2006 ,Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradynia Adita. him. 10.



garis ibupula.t?Dalam hal kewarisan,sistem kekerabatan matrilineal lebih menitik
beratkan membagi harta kerabat perempuan,seperti pada adat Minangkabau,dan
adat Semendo. Suku Semende adalah suku yang berasal dari Kecamatan Semende,

Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Sistem pewarisan pada masyarakat adat suku semende ini terbilang cukup
unik.Dalam suku ini terdapat istilah Tunggu Tubang, yang merupakan status yang
dipercayakan kepada anak perempuan yang tertua dalam suatu keluarga, dimana
status tersebut adalah merupakan status otomatis yang sifatnya turun temurun dan
biasanya status tersebut diterima setelah anak perempuan tertua menginjak

menikabh.

Tunggu Tubang sangatlah berkaitan dengan sistem pewarisan yang
diterapkan pada masyarakat Suku Semende. Proses pewarisan dalam adat
Semendo menarik garis keturunan dari ibu yang sering disebut matrilineal .
Dimana yang berhak menerima dan menjaga harta warisan adalah anak perempuan

yang terlahir pertama yang dalam suku ini disebut sebagai Tunggu Tubang.

Tubang artinya tabung, terbuat dari ruas bamboo yang mempunyai
penutup. Kegunaannya dalah untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari
agar tidak cepat rusak. Tubang diartikan menunggui tabung,nama jabatan yang

diberikankepada anak perempuan tertua sebagai pengelola pusaka dari orang

26.

12Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. him.



tuanya. ® Tunggu Tubang sering disebut oleh Suku Semende dengan sebutan
Badah Balek yang maknanya tempat pulang. Anak Tunggu Tubang adalah anak
yang harus tinggal dirumah orang tuanya sehingga kapan pun saudara-saudaranya
menginginkannya dapat singgah atau bertamu ke rumah tersebut bahkan

menginap.*

Semende merupakan salah satu kecamatan yang berada diwilayah
Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari dua
perwakilan kecamatan dan satu kecamatan induk yang membawahi 32
Desa.Perwakilan kecamtan yang dimaksud adalah Kecamtan Tanjung Raa dan
Perwakilan Kecamatan Aremantai. * Kemudian pada pertengahan 2001,
Pemerintah Kabupaten Muara Enim, melakukan pemekaran wilayah, dengan
meningkatkan status kecamatan Semende mengalami penciutan dengan
ditingkatnya status kecamatan pembanu Tanjung Raya menjadi Kecamatan
Aremantai dan Kecamatan Tanjung Raya.Masyarakat adat di Kecamatan Semende
Darat Laut terdiri dari 10 Desa yaitu, Desa Penindaian, Babatan, Muara Dua,
Pulau Panggung Muara Danau, Penandingan, Tanah Abang, Karya Nyata, Pagar
Agung, Perapan. Salah satu masyarakat yang masih menganut Hukum Adat adalah

Desa Pulau Panggung yang memiliki luas 44,82 km? . Dari sekitar 2200

BYanter Hutapea dan Tumarlan Thamrin, 2009, Eksistensi Tunggu Tubang Sebagai Upaya
Mempertahankan Suberdaya Lahan Berkelanjutan Bandung Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengebangan Pertanian Departemen Pertanian, him.2.

14Jurnal.Fkip.Unila.ac.id, Soemnatri, Makna simbol tunggu tubang pada masyarakat semendo
di Desa Sukaraja, diakses pada tanggal 17 September Pukul 14.13 Wib.

muaraenimkab.bps.go.id, Luas Kecamatan di Kabupaten Muara Enim 2015, di akses pada
tanggal 25 Januari 2019



Penduduk di Desa Pulau Panggung, 75% adalah Tunggu Tubang.°Di dalam
tunggu tubang sendiri tidak mengharuskan bahwa tunggu tubang memiliki harta
warisa berupa sawah dan perkebunan, bisa memiliki salah satunya maupun kedua-

duanya.’

Pembagian harta warisan menurut adat Semende lebih mengutamakan
perempuan dan bisa dikatakan apabila orang tua mereka telah meninggal otomatis
semua harta akan diberikan kepada anak tertua perempuan.walaupunsemua harta
jatuh kepada anak perempuan, bukan berarti harta tersebut diperbolehkan untuk
diperjual belikan. Saat ini pihak bank tidak mau menerima sertifikat rumah pada
rumah-rumah di desa yang ada di Semendo, karena telah mengetahui bahwa disana

tidak dapat diperjual belikan.8

Anak Laki-laki yang merantau ke luar daerah sering disebut dengan anak
ambur-amburan atau semende rajo-rajo. Ditetapkannya anak perempuan tertua
sebagai tunggu tubang, dilandasi pemikiran bahwa anak perempuan itu tidak
merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta tunggu tubang dijual atau
dipindah tangankan kepada orang lain sehingga anak tunggu tubang diberi hak dan

kewajiban.

16 Sumber wawancara Pak Ridwan selaku Kepala UPTD Dispenda Semende di Desa Pulau
Panggung, tanggal 20 Januari 2019

17 Sumber Wawancara Pak Muhammad Rozin selaku Kades Pulau Panggung di Semende Ulu
Laut, tanggal 20 Januari 2019

18 Azelia Velinda,Wilodati,Aceng Kosasih, Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta Warisan
pada Masyarakat Suku Semende, SOSIETAS, VOL. 7,NO. 2,2017



Tunggu Tubang mempunyai tanggung jawab dan kewaajban yaitu
memelihara, mengurus dan mengembangkan harta tubang sebaik-baiknya,
membantu saudara-saudaranya ,membiayai adik-adiknya hingga mereka mandiri
dan bertanggung jawab atas setiap masalah dalam keluarga. serta bertanggung
jawab dalam segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan penting dalam tradisi
Masyarakat Adat Semende.'®selain mempunyai kewajiban dan tanggung jawab

tunggu tubang mempunyai larangan yang harus dijauhi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, Tunggu Tubang memiliki keinginan
yang sama dengan perempuan-perempuan lainnya, yaitu ingin mencari kehidupan
yang lebih baik, yang tidak hanya tinggal menetap di rumah pusaka dengan segala
kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya.berdasarkan contoh survey data di
lokasi Desa Pulau Panggang ada sebagian Tunggu Tubang yang tidak lagi
merawat,memelihara dan menjaga harta pusaka peninggalan orang tuanya,bahkan
ada pula Tunggu Tubang yang telah kehilangan harta pusaka yang diwariskan
secara turun temurun karena adanya suatu konflik.2°namun apabila terjadi konflik,
orang tua yang masih hidup anak lelaki atau perempuan tertua, serta anggota

keluarga tidak dapat menyelesaikannya walaupun telah dilakukan secara

19 Hilman Hadikusuma, 1991, Hukum harta Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, Islam, Bandung: PT.Citra Aaditya Bakti, him. 18.
20 Jurnal.Fkip.Unila.ac.id, Praditama, Sikap Masyarakat terhadapTunggu Tubang di Pulau

Panggung, diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 13.00 Wib



10

musyawarah mufakat maka masalah ini baru diminta bantuan dan campur tangan

pengetua adat atau pemuka agama.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas ,maka penulis tertarik untuk menulis
karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PENGURUSAN HARTA TUNGGU TUBANG DI

KECAMATAN SEMENDE, KABUPATEN MUARA ENIM”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang diurakan sebelumnya, pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengurusan harta tungu tubang yang berlaku pada masyarakat
ada di Kecamatan Semende, KabupatenMuara Enim?
2. Bagaimanakah penyelesaian bila terjadi perselisihan mengenai harta Tunggu

Tubang?
C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan
yang dilakuakan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. 2! Berdasarkan
perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

21 Sri Mamudii, et. Al, 2005,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta:Badan Penerbit
Fakultas Hukum Ul,hIm. 15.
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1. Untuk Mengetahui pengurusan tungu tubang yang berlaku pada masyarakat di
Kecamatan Semende, KabupatenMuara Enim
2. Untuk mengetahui penyelesaian mengenai perselisinan pengurusan harta

Tunggu Tubang
D.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Untuk menambah wawasan mengenai pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Adat di Indonesia
khsusnya Semendo Muara Enim

2. Manfaat Praktis
Dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami
peraturan tentang Hukum Adat, agar masyarakat dapat menaati peraturan

Hukum Positif di Indonesia khsusnya Hukum Adat yang telah diakui.
E.Kerangka Konsep

Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus yang akan diteliti. konsep bukan merupakan gejala atau
fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut.?Dalam kerangka
konsepsional diperlukan definisi dari istilah yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan,yaitu:

22S0erjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, hlm. 51.
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Hukum Waris Adat

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal
Sistem kekerabatan yang menarik garis keturunannya adalah laki-laki,dan
anak yang lahir dari sistem ini hanya menjadi keluarga dari ayah dan segenap
keluarga ayahnya atau satu klan dengan ayah.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menarik garis keturunan dari pihak Ibu yang dihitung menurut garis ibu.?3
3. Definisi Tunggu Tubang

Menurut Proyek penilitian dan pencatatan kebudayaan Daerarah yang
berjudul “Adat istadat Daerah Sumatera Selatan” halaman 158 dikatakan
bahwa: “Tubang diartikan untuk simbolis terhadap anak perempuan yang

dikaitkan dengan perkawinan semendo Tunggu Tubang.?*
4. Definisi Harta Tunggu Tubang

Menurut Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah yang
berjudul “Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan” halaman 15 dikatakan
sebagai, ”harta yang diwariskan meliputi harta pokok yaitu rumah dan harta

simbolis lainnya.?

28 1bid,hlm. 36.

24 Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Adat Istiadat Daerah Sumatera Selatan,
Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, him. 158.

ZDepartmen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., him. 158.
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Kerangka Teori

Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam
karyanya nichomachen ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam
buku nichomachen ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang
berdasrkan filsafat hukum aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat
hukumnya, “karena hukuman hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan
keadilan”.?®

Lebih lanjut, keadilan menurut Aristoteles dibagi kedalam dua macam
keadilan, keadilan distributive dan keadilan Communitatief.Keadilan
distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang yang porsi
menurut prestasinya. Keadilan Communtatief memberikan sama banyaknya
kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini
berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari kontroversi
dan perdebatan.?’

Keadilan distributive menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan

dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan ‘“pembuktian” maatematis,

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah kekayaan dan

Him. 24

2 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansamedia, Bandung, 2004,

27L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kedua Puluh

Enam, 1996, HIm. 11-12.
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barangberharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.
Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai
kebaikannya, yakni nilai bagi masyarakat.?
2. Teori Kewarisan Adat

Dalam waris adat meliputi norma-norma yang menetapkan harta
kekayaan baik yang materil maupun immaterial yang manakah dari seseorang
dapat dserahkan pada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatu saat,
cara dan proses peralihannya.?®

Menurut Prof. Soepomo hukum adat waris membuat peraturan-
peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-
barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu
angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya. Proses peralihannya itu
sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu
sendiri masih hidup serta prose situ selanjutnya berjalan terus hingga
keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keuarga baru yang berdiri
sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan

proses tersebut kepada generasi yang berikutnya juga.*
G. Metodelogi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Zbid, HIm. 12.

2 Sperojo Wignjodipero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat di Indonesia, Jakarta,
Penerbit PT. Toko Gunung Agung 1994, Him. 161.

lbid, HIm. 161.
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Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.
Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak pada
Data Primer yang didukung oleh Data Sekunder yaitu berupa studi Empiris
untuk menemukan teori mengenai Pengurusan Perselisihan Harta Tunggu

Tubang di Semendo Muara Enim.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
lapangan 3! yang bersumber dari data primer dan ditunjang dengan data
sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian atau riset dengan
mengamati fakta fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis
menggunakan Pendekatan perundang-undangan,Pendekatan kepustakaan,
serta pendekatan sosiologis > mengenai upaya Para Pemangku adat
menanggulangi masalah pengurusan perselisihan harta tunggu tubang di

Semendo Muara Enim.

. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif,sedangkan data yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah:

81Zainuddin Ali, 2010,Metode Penelitian Hukum, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, him.
23.
2|bid, him. 23.
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a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui secara
langsung (dari tangan pertama),merupakan data yang diperoleh

langsung melalui wawancara peneliti dengan narasumber.

b) Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustkaan
(Library Research),studi pustka yang dilakukan berupa penelusuran
bahan hukum:
1. Bahan Hukum Primer ** yaitu bahan hukum yang mengikat
berupa peraturan perundang-undangan yaitu terdiri dari :
a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa

2. Bahan Hukum Sekunder®yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil

penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.

3. Bahan Hukum Tersier,yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder,bahan hukum tersier berupa buku,

33Sugiyono, 2017, Metode Penelitian, Alfabeta, Bandung, him. 8.

34Soerjono Soekanto dan Sr Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, PT. Grafindo
Persada, Jakarta, him. 13.

3 Zainudin Ali,Op.Cit., him. 23.
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dokumen, kamus besar, bahasa Indonesia, kamus hukum, media
massa, dan internet untuk menunjang penelitian.3®
4. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan diwilayah Desa Pulau Panggung, Kecamatan
Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.
5. Cara Memperoleh Data
a. Populasi
populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga bentuk
gejala, atau peristiwa). 3’ populasi adalah keseluruhan atau
himpunan obyek dengan cirri yang sama.Populasi dapat berupa
himpunan orang, benda (hidup ataumati )kejadian,kasus-
kasus,waktu,atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.3¥yang
dijadikan Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Adat
Semendo Muara Enim.
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut.Sedangkan menurut pendapat lainnya,yang
dimaksud dengan sampel atau contoh adalah sebagian atau akil

populasi yang diteliti.Pada umumnya observasi dilakukan tidak

% Soerjono Soekanto, Op.Cit., him. 51.
37 Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit, HIm. 95.

%Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,him. 118.
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terhadap populasi melainkan sampel.**Dan yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini sebanyak Empat Kategori yaitu adalah Rumah
Masyarakat Adat Semendedi Muara Enim, Ahli Meraje (Pejabat
Kepala UPTD Dispenda setempat), dan Narasumber Wawancara
yaitu Dosen Sekolah Tinggi lImu Hukum Serasan, Semendo.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data-data hukum digunakan dalam penelitian adalah:
a. Penelitian Lapangan
Penelitian Lapangan yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan
melakukan melakukan wawancara pada Masyarakat Adat
Semendo yang berkaitan dengan penelitian ini
b. Penelitian Kepustakaan
Penelitian Kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data dengan
melakukan studi kepustkaan dengan cara mengkaji bahan-bahan
sebagai penunjang lain melalui data tertulis dengan menggunakan
analisis muatan.*
7. Analisa Data
Analisis Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif terhadap
terhadap data primer maupun data sekunder yang menjadi data

deskriptif.Metode kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data

1bid, him.118.
40Sperjono Soekanto, Op.Cit., him. 21.
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deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden
secara tertulis atau lisan.*'sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai
jawaban permasalahan dari skripsi ini yaitu Penyelesaian Perselisihan
Pengurusan Harta Tunggu Tubang di Semendo Muara Enim

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir
deduktif dan induktif,yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus
individual dan konkret yang dihadapi. Proses terjadi dalam dedukasi
adalah konkreditasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum
diterapkan padaa keadaan khusus.*’Sehingga dapat disimpulkan aturan-
atauran khusus mengenai Pengurusan Perselisihan Pengurusan Harta
Tunggu Tubang di Semendo Muara Enim, dan dapat menjawab

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

4 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metide Penelitian Hukum, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, him. 95.

him. 10.

42Bambang Sugono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
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